BAB 111

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa efektifitas penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak
pidana korups (gratifikasi) sangat bergantung pada kemampuan Jaksa dalam
mengumpulkan bukti-bukti awal dari sekurang-kurangnya dua aat bukti yang sah
yang mana bukti-bukti awal tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam
Pasal 12B ayat (1) huruf a yang akan disusun dalam surat dakwaan dan digjukan
di persidangan nantinya, dimana terdakwa wajib membuktikan dakwaan jaksa
tidak benar. Walaupun terdakwa memang benar telah menerima gratifikasi namun
apabila ada salah satu unsur dari Pasal 12B ayat 1 huruf a yang tidak terpenuhi
maka beban pembuktian terbalik tidak bisa diterapkan hal ini disebabkan objek
beban pembuktian terbalik sempit dan terbatas pada unsur-unsur yang ada pada
Pasal 12B ayat (1) huruf a. Begitu juga ketika terdakwa terbukti menerima
gratifikasi hakim dalam mengambil keputusan tetap harus mengacu pada
ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk membentuk keyakinan hakim bahwa
terdakwa benar-benar bersalah. Sebaliknya apabila terdakwa berhasil
membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi,
maka hakim akan memutuskan terdakwa bebas tanpa mempergunakan ketentuan

Pasal 183 KUHAP karena secara khusus dalam penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU
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No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yang mana Pasal ini sebagai dasar
hukum beban pembuktian terbalik menyatakan bahwa ketentuan ini tidak
menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief
wettelijk).
. SARAN

Sebaiknya hakim dalam menila keberhasilan terdakwa membuktikan
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi tidak lagi
mempergunakan sistem pembuktian negatief wettelijk namun mempergunakan

sistem pembuktian positief wettelijk.
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